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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan jalanan, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti begal, masih menjadi salah satu permasalahan utama yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Begal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korbannya untuk mengambil harta bendanya secara paksa, yang biasanya terjadi di tempat umum seperti jalan raya, perkotaan, maupun area yang sepi.[footnoteRef:1] [1: Hotlarisda Girsang dan Winna Amelia Senandi, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembegalan, Jurnal Socius, Vol. 1, No. 4, (2023), hlm. 182.] 

Berdasarkan data Pusiknas Polri terkait kejahatan pencurian dengan kekerasan sejak tahun 2023 sampai 2025 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1
Angka Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Indonesia
Tahun 2023-2025
	No
	Tahun
	Jumlah Kasus

	1
	2023
	6.628

	2
	2024
	5.792

	3
	2025
	4.848


	        Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri (2026)

Angka kejahatan pencurian dengan kekerasan di atas menunjukkan adanya penurunan. Meskipun terjadi tren penurunan, namun angka kasus tersebut masih tergolong tinggi dan perlu diatasi dengan baik. Angka kejahatan pencurian dengan kekerasan yang disebutkan menunjukkan besarnya jumlah kasus, hal ini mengindikasikan bahwa pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang cukup umum dan banyak terjadi di masyarakat, menunjukkan tingkat prevalensi yang cukup tinggi. Banyaknya kasus ini menimbulkan kekhawatiran terhadap rasa aman dan ketertiban umum di masyarakat. Data ini menegaskan perlunya peningkatan upaya penegakan hukum, patroli keamanan, serta program pencegahan agar angka kejadian dapat dikendalikan dan menurun. Untuk mengatasi besarnya jumlah kasus, diperlukan strategi khusus seperti peningkatan patroli, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan komunitas.
Fenomena pencurian dengan kekerasan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat. Kasus pencurian dengan kekerasan sering kali disertai kekerasan fisik maupun penggunaan senjata tajam maupun benda keras lainnya, sehingga menimbulkan dampak psikologis dan trauma yang mendalam. Selain itu, pencurian dengan kekerasan sering kali melibatkan pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang dan dilakukan secara terorganisir, bahkan melibatkan aktor intelektual yang merencanakan dan mengarahkan aksi kejahatan tersebut.[footnoteRef:2] [2: Ibid., hlm. 184. ] 

Pada umumnya, pelaku pencurian dengan kekerasan melakukan aksinya secara tiba-tiba dan spontan, namun dalam beberapa kasus, kejahatan ini melibatkan aktor intelektual yang berperan dalam merencanakan dan mengarahkan aksi kejahatan tersebut. Aktor intelektual ini biasanya merupakan pihak yang tidak langsung melakukan tindakan fisik, tetapi bertanggung jawab atas perencanaan, pengaturan, maupun pengarahan para pelaku di lapangan.
Peran aktor intelektual ini sangat penting karena mereka mampu mengendalikan dan mengkoordinasikan aksi pencurian dengan kekerasan secara sistematis dan terorganisir. Keberadaan mereka sering kali sulit dideteksi dan diproses secara hukum, karena mereka beroperasi di balik layar dan tidak langsung melakukan tindakan kriminal fisik. Namun, keberadaan mereka memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kejahatan dan kompleksitas penanganan kasus di lapangan.[footnoteRef:3] [3: Andi Saputra, Pemberantasan Tindak Pidana Begal oleh Aktor Intelektual,  Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12, No. 3, (2022), hlm. 540] 

Kasus-kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan aktor intelektual ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terutama dalam hal pembuktian dan penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap mereka. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai peran dan pertanggungjawaban hukum aktor intelektual dalam kasus pencurian dengan kekerasan, agar sistem peradilan dapat menegakkan keadilan secara proporsional dan efektif.[footnoteRef:4] [4: Siti Nurjanah, Peran Aktor Intelektual dalam Tindak Pidana Kriminalitas Jalanan, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8, No. 1, (2021), hlm. 209.] 

Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan aktor intelektual pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan tepatnya di jalan Sempurna Ujung Blok II, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn dengan kronologis sebagai berikut.
Terdakwa berinisial MPYS bersama dengan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Jermal VII Kel. Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad terhadap Saksi korban pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Sempurna Ujung Blok II Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
Adapun barang milik Saksi korban yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, Nomor Polisi BK 6841 AMP. Adapun peran Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad dalam melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 sekira pukul 02.00 Wib, MFSP mendatangi rumah Saksi Rafi Ahmad dan Terdakwa berencana untuk melakukan kegiatan pencurian dengan kekerasan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Rafi Ahmad dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan mempersiapkan alat berupa sebilah pisau yang Terdakwa ambil dari dapur, sedangkan Saksi Rafi Ahmad mengambil satu buah obeng lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rafi Ahmad dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan pergi menuju ke Jalan Sempurna Ujung dan dilokasi tersebut Terdakwa dan Saksi Rafi Ahmad dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan melihat Saksi korban yang sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat keluar dari gang, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan serta Saksi Rafi Ahmad langsung menghentikan laju sepeda motor Saksi korban yang mana Saksi Rafi Ahmad langsung mendatangi Saksi korban dan langsung melakukan pengancaman hingga Saksi korban langsung berteriak minta tolong dan oleh karena panik Terdakwa langsung menusuk bagian bahu sebelah kiri Saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dibawa dari rumah. Selanjutnya Saksi Rafi Ahmad langsung mengambil satu buah obeng dan menusuk bagian perut Saksi korban dan kemudian mengambil alih sepeda motor milik Saksi korban.
Adapun peran MFSP adalah sebagai joki atau yang membawa sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad bersama dengan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad menghubungi seseorang bernama Arif (DPO) dan langsung menjual sepeda motor milik Saksi korban seharga Rp4.500.000 dan setelah memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi korban tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad memperoleh pembagian sejumlah Rp1.300.000, sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000 digunakan untuk membeli makan sedangkan uang hasil penjualan yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan untuk kehidupan sehari-hari.
Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka dan hingga saat ini Terdakwa belum dapat beraktivitas seperti biasanya akibat luka senjata tajam dan luka bekas tusukan obeng yang dialami oleh Saksi korban dan selain itu juga Saksi korban telah mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Pencurian Dengan Kekerasan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 Tahun dan 7 Bulan. Sedangkan teman-teman terdakwa MFSP dan Rafi Ahmad dalam berkas terpisah dipidana dengan pidana empat tahun penjara. Adapun perbedaan hukuman antara terdakwa dengan teman-temannya adalah karena majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa bertindak sebagai perencana serta pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut (aktor intelektual). Sedangkan teman-temannya adalah eksekutor atas arahan dari terdakwa.
Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, pertanggungjawaban hukum terhadap aktor intelektual menjadi aspek yang krusial namun seringkali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan pembuktian dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, aktor intelektual dapat diproses secara hukum apabila terbukti telah merencanakan dan mengarahkan pelaksanaan tindak pidana tersebut, meskipun mereka tidak secara langsung melakukan tindakan kekerasan fisik.[footnoteRef:5] [5: Budi Hartono, Tanggung Jawab Pidana Aktor Intelektual dalam Kasus Begal, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, (2020), hlm. 739.] 

Selain itu, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1857/Pid.B/2025/ PN.Mdn menjadi salah satu referensi penting dalam memahami bagaimana pengadilan menilai dan memutuskan pertanggungjawaban hukum aktor intelektual dalam kasus pencurian dengan kekerasan. Putusan tersebut menegaskan bahwa aktor intelektual dapat dikenai pidana berdasarkan keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pengarahan kejahatan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum aktor intelektual dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan putusan nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai aspek hukum dan praktik peradilan terkait peran aktor intelektual dalam kasus pencurian dengan kekerasan, serta memberikan kontribusi dalam penguatan sistem penegakan hukum.
Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, proses penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tidak hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terdakwa, termasuk peran aktor intelektual yang merencanakan dan mengarahkan kejahatan tersebut. Aktor intelektual, yang tidak secara langsung melakukan tindakan fisik, namun memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengarahan pelaksanaan tindak pidana, memiliki kedudukan hukum yang tidak kalah penting. Pengadilan harus mampu menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan peran mereka dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan fakta-fakta persidangan.[footnoteRef:6] [6: Ibid., hlm. 741.] 

Dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn, pengadilan memutuskan hukuman terhadap terdakwa yang terbukti sebagai aktor intelektual dalam kasus pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut, termasuk aspek-aspek hukum yang dijadikan dasar, pertimbangan fakta-fakta persidangan, serta bagaimana pengadilan menilai peran aktor intelektual sesuai dengan ketentuan hukum pidana.
Penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana mekanisme pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan aktor intelektual, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan hukuman tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam kasus serupa di masa mendatang.
Dalam proses peradilan pidana, majelis hakim memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan melalui pengambilan keputusan yang adil dan objektif. Namun, dalam praktiknya, hakim menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, termasuk dalam mengadili kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
Berdasarkan Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn, pengadilan menghadapi tantangan terkait pembuktian unsur-unsur tindak pidana, menilai peran aktor intelektual, serta menyesuaikan pertimbangan hukuman dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, faktor-faktor seperti keterbatasan alat bukti, kompleksitas kasus, dan tekanan sosial dapat menjadi kendala bagi majelis hakim dalam mencapai keadilan yang optimal.
Di sisi lain, solusi yang dapat diupayakan meliputi peningkatan kapasitas dan kompetensi hakim melalui pelatihan hukum pidana yang mutakhir, penggunaan teknologi dalam proses pembuktian, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap putusan pengadilan. Identifikasi kendala dan solusi ini sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan secara efisien, akurat, dan berkeadilan.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam kendala yang dihadapi majelis hakim dalam mengadili kasus pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn, serta mengeksplorasi solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif bagi peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Aktor Intelektual dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Analisis Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum aktor intelektual dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan putusan nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa aktor intelektual tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn?
3. Apa saja kendala dan solusi majelis hakim dalam mengadili kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum aktor intelektual dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan putusan nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa aktor intelektual tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn.
4. Untuk mengetahui kendala dan solusi majelis hakim dalam mengadili kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn.
D. Manfaat  Penelitian
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terutama terkait pertanggungjawaban hukum aktor intelektual, serta menambah literatur dan referensi akademik mengenai penerapan asas keadilan dan asas-asas hukum dalam proses pertimbangan hakim terhadap aktor intelektual dalam tindak pidana kejahatan tersebut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi aparat penegak hukum, hakim, dan jaksa dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, khususnya dalam menentukan pertanggungjawaban aktor intelektual, memberikan panduan bagi pengadilan dalam menegakkan prinsip keadilan dan asas-asas hukum secara proporsional dan sesuai dengan fakta hukum yang ada.
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